PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2018-2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956



Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumetera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun  2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Walikota, Dan  Walikota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



23.

24.

25.

26.

27.

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Nomor 52);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007
Nomor 08, Seri E Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota



Pangkalpinang 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota

Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Menetapkan

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



10.

11.

12.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2007-2025 yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota  Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun
2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD, adalah Dokumen perencanaan PD
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015-2019.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung Tahun
2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen
perencanaan pembangunan daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 20 (dua
puluh) tahun dari Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung Tahun
2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima)

tahun dari Tahun 2018-2022.



13.

14.

15.

16.

17.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya
disingkat RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pangkalpinang yang mengatur struktur
dan pola tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD

untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan

daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)

tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun

2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam
RKPD.

(1)

(2)

Pasal 3
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Walikota hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah Tahun 2018.
RPJMD berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RTRW
Kota, serta memperhatikan RPJMD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

a.

penyusunan RKPD dan Renstra;



b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; dan

c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama
kurun waktu pelaksanaan Tahun 2019 sampai

dengan 2023.

Pasal 5
RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:

a. BABI Pendahuluan
b. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Gambaran Keuangan Daerah

d. BABIV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
Daerah

e. BABYV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

f. BABVI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program
Pembangunan Daerah

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

i. BABIX Penutup

Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 8
Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJMD.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b. pelaksanaan RPJMD.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,;



(2)

(3)

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan nasional.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan
nasional.

Merugikan  kepentingan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila

bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2023-2028 belum tersusun,

maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada
RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan
RPJPD Kota Pangkalpinang.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Juni 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 1.8/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan
visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW
Daerah, dan RPJM Nasional, serta memerhatikan RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun Kep.
Bangka Belitung, memuat Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi
Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu
Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah
Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan
Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; dan Penutup.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mendasarkan
pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan
kedalaman, dan keterukuran. Di samping itu secara terpadu juga
menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down,

teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku



II.

kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-udangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud “pelaksanaan lebih lanjut” adalah Rencana
Pembangunan Tahunan pada tahun berjalan mulai Tahun 2019

sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.



Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2



